
BUPATI SOLOK
PDRA'IURAN BUPAII SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2017

TDNTANG

PENCADAAN BARAI{G/.'ASA PADA BADATT LAYANAN VMI'M

DATRATI RSMAI] SAKIT UMUM DAERAII AROSU(A

DENGAN RAHMAT TUTiAN YAI{G MAHA F,SA

BUPAT' 6OI,OX,

bah$a untuk melaksanakan kerentuan Pasal 20

Pe.aturan Pederiniah Nomor 23Tahun 2005 tentang

Pengelolaan KeuanganBadan l-avanan UmDm dan

ketenluan Pasal 105 Peratunn Menteri Dalao Negerl

Nomor 61 Tahun 2OO7 tentdg Pedoma' Tekms

Pengeiotaan Keuangd Badan Lavano Umum Daerah'

lerlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan

Ba.ana/Jasa pada Badan Layman umum Daerah Rumah

Sakit Umum D&rah Arosuka;

. l Urdang-Undang Nodor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukd Daerab Otonom KabuPaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumarera Tengah

(Lembaran Negda Republik Indonesia Tahun 1956

Undang Undang Nomor 44 Tanun 2009 rentarg R'nnah

Sakit (Lemba.an Negara Relublik lndonesia T2nun

2OOO Nomor 153, Tambanan Lembaran N€gda

Republik Indonesia Nomor 5042);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 201+ tenFng

Peme.intahan Dac.an (Lcmba.an Nega'a Relublik

2.

3.



5.

B:dan Lay.n. .  Umumi

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tdband

Lfnb-rcn NFtsdd RepLbLk Ldor"" r .  \or  or  s-87) .

sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir

dengan Undang-Unddg Nomor 9 Tahun 20i5 tentang

Perubahan Kedua atas Unddg Unddg Nomo. 23

Tahun 2014 rcntang Peme.intahan Daerah (Lembaran

Nesa.a Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5a,

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoresia Nomof

s679) i

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanm Umum

llenba.an Nesara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 44, Tambahan rembaran Negara R€publik

Indonesia Nomo. 4502) sebagaimana 
- 
ielah diubah

dengan Pefaturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Pefubahan Atas Peraturan Pemerinlah Nomo.

23 Tahun 2005 tentang Pcngclolaan Keuangan Badan

Layanan Umun (Lembaran Neeara Republik lndones,a

Tahun 2012 Nomor t71 Tambahan lenrbaran Nega.a

Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Peme.intah Nomor 58 'fahun 2005 teniang

Pengelolaan lteuangan Daemh (Lembdan Negara

Republik Indoncsia Tabun 2005 Nomor 1,10, Tambahan

Lembdan Nega.a Republik lndonesia Nomor 4s7a)l

Pe.aturan Presider Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaituana telah

diubah bebcrapa kali beberapa kali lerakhir kali

dengan Pcraturan Presiden Relublik hdonesia Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Pe.aturan Prcsiden Nomor 54 Tanun 2010 tentang

Pensadaan Barang/Jasa Pemerintall;

Peraturan Menieri Icuangan Nomor 08/PMK.02/2006

tentanc Kcu,enangd Peneadaan Bdang/Jasa pada

(esehaian Nomor

tentang Peiunjuki03/MENr(ES/SK/ tX,  2006



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada lnstansi

Pemeintah Pola PengelolMn K€uangan Badan Layana!

Umum dl Lingkungan Deldlemen Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Dalao Negeri Nonor 6t Tahuo

2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan

Badm Layman Umum Daerah;

MEMUTUS(AN:

Menetapka. : PERATURAN

BARANG/JASA

UMUMDAERAHRUMAH SAKT

BUPATI TENTANG

BADAN

UMUM DADRcH

BAB I

KETENAUAN UMUM

Pasrl 1

Dale Peraturm Bupati ini yang dimaksud dengani

r. Daerab adalah Kabupaten Solok.

? Bupati adalah Bupati Solok.

3 Sekretaris Dae.ah adalah sekreraris Dae€h
(abupaten Solok.

\.' 4. Badan Layanar Umum Daerah yang sclanjutnya

.lisingkat BLUD adalah Satuan Kelja Perangkai

Daerah di iinekungan Pemerintah Kabuparen Solok

yans dibentuk untuk membeiikan pelayanan kepada

masyarakat beiupa penyediaan barane dan/ ataujasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya

didasdkan pada prinsip efisiensi dd produktivitas.

5. Pola Pengelolaa! (euangan Badan Layanan Umum

yang selanlutnya disingkat PPK PPK- BIUD adabn

Pola Pencelolaan ltcuangan yang memberikan

flcksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkd

-Il-rT-r



praktek p.akt€k bisnis yang sehat untuk

menjngkatkan pelayanan kepada masya.akat dalam

fanska memajukan kesejaherad udum dd

mencerdackan kehidupan

pengecualjan dei ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumrya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka yang

selanjutnjra disingkat RSUD Arosuka adalah Rumah

Sakit Umum Dae.ah milik Pemerintah Kabulaten

7. Pimpinan BLUD adalah Pimpin!n BLUD RSUD

8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Baratg/Jasa yang

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang telah

ditetapkan oleh UnLt Layand Pengaddn Kabupaten

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolad

keuangan/ba.ang PPK BLUD RSUD Arosuka

Kabupaten Solok pada batas batas le.tentu yang

dapal dikecualikan dari keienruan yanc berlaku

1l Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasa.kd kaidah-kaidan

manajeme. yalg baik dalam rangka pembe.ian

layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau o.ans

perseorangan yanS keciatan usahanya menyedial<an

barang/ layanan jasa.

13. Pemilihd Penyedia Ba.ang/Jasa adalah kegiatan

untuk menetapkan peny€dia ba.ang/jasa yang akan

ditunjuk untuk melaksa,Ekan pekerjaan.

l.l. Ba.ang adalah setiap benda baik yang beN'ulud

maulun tidak beNrjud, berge.ak maupun tidak

be.ge.ak, yang dapat drperdagangkd, dipafai,



dipergunakan atau dimdfaatkan oleh Pengguna

15, Jasa adalah s€gala p€k€iaan yang membutuhkan

kemampud terlentu yane mengutamakan

ketrampitan (s/cilluare) atau yang membutuhkd

kcahlian tertentu (Drdinuarel dalam suatu sisiemrara

kelola yang t€Lan dik€nal luas didunia usaha, untuk

menyelesaikan suatu peke;jaan.

16.  o" rbck" l .n  f " rn" \ r  drd l rh  ,edrE€ d-Trs i  r "  g

terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai

habis, reagensia, ndio famasi dan eas medis.
7  V" t "n  minum pd. . 'n  adalsh n"k€r  d  d"r  mrrun._

yang diberikd k€pada pasien yang pengadaannya

dapat bcrupa bahan makanan basah, bahan

makanan kering da./atau dalan bentuk makanan

la. Kualitas sumber daya manusia adalah kegialan

untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui

pendidikan dan pclatihan yang be.upa in horse

trcining, ua^shap, seminar, khusus aan bkakarya,

19. Pemcliharaan sarana prasarana adalah kegiatan

kalibrasi dan perbail<an sarana prasarda .uman

sakit baik alat kesehatan maupun non kesehaian.

BAB II

PELAI{SANAAN PENGADAAN BARANG/.'ASA

Pasal 2

Pengadaan barang/lasa pada PPK- BLUD RSUD Aiosuka

Kabupaten Solok yang sebagian arau seluruh dananya

bersudbe. langsung da.i APBN/APBD dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan

barang/jasa pemerintah.

Pasa l3

(1)cuna efektilitas dan/atau efisiensi peiaksanaan

pensadaan barang/jasa, PPK- BLUD RsuD Arosuka



diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dan
kelentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
apabila terdapar alasan Efektivitas dan/atau Ensiensi.

(2) Fleksibilitas sebagainana dimaksud pada Ayat (t)
diberikan terhadap pengadan barang/lasa J,ans
sumber dana bcrasal dari:

a. lasa layanan yang dibeikan kepada masyaraka!;
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masl,arakat

atau badan lain;

.. hasil kerjasda PPK, BLUD RSUD Arosu{a
Kabupaten Solok dengan pihak lain da/arau hasil
usaha lainnya; dan/aiau

d. lainlain perldapatan PPK BLUD RSUD Afosuka
(abupalen Solok yang sah. ,

(3) Fleksibilitas sebasaimana dimaksud pada ayat (lJ

berupa pemberian batasan rerhadap lingku! pekerjaan

dan besaran jenjanc nilai p€ngadaan ba.ang/jasa da.i
kerenruan yang bertaku basi pensadaar barans/jasa

(a)Linskup pekerjaan sebaeaimana dimaksud pada ayat

a. pengadaan pe.bekalan aarmasr;

b lensadaan dan peftelihafan alar kesehatar;

c pencadaan makan/minutu pasien;

d.  p ,  " inBl 'd  d  .u" l i | "  umoFr o. ) .  r .  1r ' . . ,

e. p€ngada,n darl pemeliharaan sarana dan prasarda

kantor dan pelayanan kesehatanr dan/atau

I pensadaan bansunan geduns redpat kerja dan
pemexharaannya.

Pa.a l4

Pencadaan baranc/jasa s€basaimana dimatsud dalam

Pasal 3 dilaksanakan be.dasarkan pedomtu pengadaan

barang/jasa PPI(- BLUDRSUD Arosuka dengan mengikuri
prinsip !.insip:

6
aq r-l l
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Pasal 5

Pedoman pengadaan bdang/jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaa

efisi€n, berarti pengadaan bddg/jasa harus

dlusahakarl dengan mcnggunakan dana dan daya yang

minimum unluk mencapai kualitas dan sasaran rvaktu

yaDg ditetapkan unluk oencalaj hasil dan sasaran

dengan kualitas yang maksimum;
erck r  oe-r l .  p-  gror?r  b ' - 'aC " \ "  h" rus \F:  d

dengan kebutuhan dan sasaran ymg telah ditetapkan

serta memberikanmanlaat yang s€besa.-besarnya;

ransparan, bcra.ti semua ketentuan dan informasi

mencenal pengadaan barang/jasa bersilat jelas dan

dapat diketahui secara luas oleh penyedia barane/jasa

yang bermrnat se.ta oleh mast'a.akat pada umumnya,
'_  gga d 'por  d . . lu ' r  o l " l .

baranc/jasa vans menenuhi persyaratan/kiteria

te.tentu lrerdasa.km ketentuan dan prosedur yang

be.sains, berarti pengadao bamns/jasa harus

dilakukan melalui pe.sainsan yang sehat dianiara

sebanyak mungkin pe.r,edia barang/jasa rang sctara

ddn nFn-n opr .vr ' "1n .phrnBBd or ! .  d  ! - -o 'en
barangjasa yans ditasarkan secara kompetitil

dan tidak ada intervcnsi yang menganssu terciltanlra

.FkJ r i \ ,  p .  d ,  l a l "T  p -  sdd"dn  b "  .  ns / i " - .

adil/tidak diskriminaiil berarti tuembeikan p€.lakuan

y.nc sama baei semua calon len],cdia barane/jasa dan

tldak mengarah untuk membed keuntungan kepada

p . \  rFn-n r .  d-  'B-n ' -  r !  mei  !  rh .  .ko.

kcpentlngan nasionalj

akuntabilitas, be.a.ti ha.us sesuai dengan aturan dan

ketentuan yang te.kait dengan pengadaan barang/jasa

schingga dan ditertanggungjawabkan; dan

prakrek bisnis rrans s€hat.

f t r r



barane/jasa yans lebih bermuru, lebih mumh, lros€s
peneadaan yang sederhana dan .e!at seria mudah

menyesuaikm dencan kebutuhan untuk mendukung

k"1"  .  ' -an p" l " rdr ' " r  oPl {  B.  'D RSIJD  ̂ro \u.

Pasal 6

Pemilihan lenjredia barane/jas dengan sumber dana dan

lingkup pekerjaan sebagaimda dimalisud dalam Pasal 3

t rd  l2 '  d .  )  . t .  ra ,o .o ,  o .drhdnbrro" . ' r , .n ,Fnr .ng

nLlai sebagai berikut:

d  op l -  d r 'Cd r '  I  'm .  d . l dk  rha r '  F rh "ddp  p - ! - r . an  )dnB

nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyd

b. pel€langan sederhana, dilakuka. terhadap pekefjad

yang nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lina ratus

tuta rupiah) sampai denean Rp. I 000.000 000,00 (saru

c penunjukan langsune, dilakukan dalam hall

I keadaan terrcnru, vang tuelipuri:

a) lenanganan darurat yang tidak dapat

penyelesaian peke.jaannya harus seee.a/tidak

dapal ditunda u.tuk keselamatan/perlindungan

masyarakar, refmasuk:

l) akibar b€ncana alan dan/atau bencarE

non alam dan/atau bencana sosiali

2) dalan rangka pencesahan bencda;

3) akibat kerusakan sa.analprasarana lang
dapatmenghentikan kegiaian peiaydan

b) barang/jasa yang sp€sifik dan harya dapat

dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, I (satu)

peoegang hak paten, atau pihak yanS tehll

mcndapat izin dai p€megang hak paten,atau

pihak yang menladi pemendg pelelangan untuk



mendapatkan izin dan Pemerinrah Daerahi

2. Pengadaan ba.ang khusus/jasa yang

khusus, yang meliputil

a) baranc/jasa berdasdkan tdif resm, ]mg
ditetapkanPemerintah;

b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya

dapat dilaksdakan denganpene€unaan

teknologi khusus dan hanya ada t (satu)

penyedra yang mampul

c) pekerjaan pencadaan dan disrribusj pe.bekald

farmasidalan rangka menjamin ketersediaan

perbekalan farmasiuntul mempertahankan muiu

!elayanan dan keselamatanmasyarakaq

d Pengadaan langsung, dilakukan le.hadap pek€.jaan

yang nllainya sampar dengan Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta .upiah) d€ngan tanda bukti peianjian tanpa

membedakar golongm usaha k€cil atau norl k€cil

d i l "L ,  \ "  b  rd"  . "  1 , " r  j " r . jE g n i l " i  r " rg  d  d l

L Pcnsadaan langsune pcnycdia barans/jasa yane

nilainya sampai d€ngan Rp. 50.000.000,00 {lima
puluh juta rupiah), tanda bukli perjanjian berupa

kuiiansi dikecuallkan untuk peke.jaan konstruksr

dan pemeliharaannyal

2. P€nsadaan langsung penredia ba.ang/jasa yang

nilainya Rp. 50.000 000,00 (liha puluh juta rupiah)

sampai dengan R! 250.000.000,00 (dua .atus Lina

puluh juta rupiah), tanda bukti pe.janjian berupa

Sufat Pesanan (SP)/O.der Ker.ja (oK) dikecualikan

untuk peke.jaan konst ksi dan pemelihdaannya;

3 Pengadaan lanssuns penyedia barang/jasa yang

nilainya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) sampaj dengan R!. soo.oOO.OOOhO

(lima ratus juta rupiah), tanda bukti pelanjian

be !a surat Pe.intah l(eija (sPK).



Pasal 7

Pengadad bards/jasa densan sumb€. dana berasal ddi

hibah te.ikat dapat dilakukan deryan mengikuti

ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti

ketentuan p€ngadaan tang berla].a bagi PP( BLUD RSUD

Arosuka sepanjans disetujui oleh pemberi hibah

P.sal a

(t)Pelaksanaan penBadaa barane/jasa s€basaLmana

dimaksud dalan Pasal 3 dengan nitai sampai dengan

Rp.50 000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukd

l 2 l  PF l " k  dnasn  p "ng"d "d r  b "  q .e  . . \ -  i  r _bEga i i €  d

dimaksud dalah Pasal 3 dengan nilai diatas

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan Rp 500.000.0oo,oo (Lima ratus juta rupiah)

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh

Plmpinan PPK BLUD.
( i  ne ' \ . rn""1 o. .Cddd"n Ld,dne lc . .  . ,bac" imdn"

dimaksud .lalam Pasal 3 dengan nilai diatas

Rp.500.000.000,00 (lima mtus luta rupiah) dilakukan

Panitia Pengadaan Yang Ditctapka. oleh Unit Layanan

Pengadaan kecuali pengadaan tuelalui epur.hasrag

drlaksanakan oleh P€jahar Perlgadaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
(ctentuan yang bcllrm diatur

sepanjang berkaiian densan

diatur lcbih ianjut dengan

BLUD.

dalam Peraturan Bupati ini

teknis p€laksanaan akan

(eputusan Pimpinan PPK-

t0



Pas.l 10

Peraturan Bupati Ini mulai berlatu pada ta.ggel

Agar seriap orang mengetabuinya, memedntankd

pengundanganPeraturan

penempatdnya ddm Berita Daerah Kabupaten Solok,

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 6 lt1^* ..!ort

BUPATI SOLOK,

Diunddgkd di Afosuka

pada tmggal C t r?t e}

PII. SEKRETARIS DAERAH

aslstot roopoluton
BIDANG PEMERINTAHAN,

EDISAR

BERITA DAERAH (ABUPA LOK TAHUN 2017 NOMOR 6


